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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana 

yang diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh penegakan Konvensi 1951 tentang status pengungsi 

bersifat lemah karena tidak ada sanksi konkrit yang tercantum 

dalam Konvensi Jenewa 1951 mengenai negara pelanggar sehingga 

Konvensi Jenewa 1951 bisa dikatakan tidak efektiv, sehingga 

perlindungan pengungsi sesuai Konvensi Jenewa 1951 tidak bisa 

dilaksanakan dengan baik. Dalam Konvensi Jenewa 1951 diatur 

bagaimana tentang hak dan kewajiban pengungsi yang harusnya 

diperoleh pengungsi, jika pengungsi masuk ke suatu negara 

penerima.  

Sanksi konkrit yang diberikan oleh UNHCR sendiri 

terhadap Negara yang melanggar kententuan yang sudah tercantum 

dalam Konvensi Jenewa 1951 belum ada. Dalam persoalan ini, 

Negara Negara yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1951 

hanya diberikan pembinaan sebagaimana mestinya. Negara yang 

melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1951 hanya dicatat 

pelanggaran apa yang diperbuat kemudian Negara tersebut 

mendapatkan pembinaan berkaitan dengan Human Right. Karena 

UNHCR berpedoman dengan penegakan HAM. 
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UNHCR untuk menaikkan Eefektivitas yang berkaitan 

dengan pengungsi dengan menggunakan cara melibatkan beberapa 

LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) untuk mengadakan kerjasama 

yang bertujuan untuk beberapa pengungsi tersebut mempunyai hak 

dan kewajiban untuk memperoleh suatu pendidikan yang layak. 

Karena juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri yang berlaku 

bahwa pengungsi mempunyai hak dan kewajiban untuk 

mendapatkan pendidikan. 

B. SARAN 

Sebaiknya mengatur mekanisme penegakan dan sanksi yang tegas 

terhadap Negara yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam Konvensi 

Jenewa 1951. Karena dalam hal ini, UNHCR tidak mempunyai sanksi 

yang tegas atau secara konkrit terhadap Negara yang melanggar jadi bisa 

dikatakan tidak ada tolak ukur bagaimana tinggi rendahnya suatu 

efektivitas. Jadi bisa dikatakan, dalam kasus ini belum efektif. Jadi, 

Konvensi Jenewa 1951 sebaiknya diikuti dengan sanksi-sanksi yang tegas 

dan konkrit yang bisa diterapkan pada Negara yang melanggar isi dari 

ketentuan Konvensi Jenewa 1951. 
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